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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25/PRT/M/2016 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (7) 

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 

untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun  2015 tentang 

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);    

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang  

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16); 

 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 881); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN 

USAHA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang 

selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat 

berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah 

dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu 

sebagai air baku untuk air minum. 

2. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. 

3. Kebutuhan  Pokok  Air  Minum  Sehari-hari  adalah  air 

untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  yang 

digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, 

peturasan, dan ibadah. 

4. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air 

minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar 

mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan 

produktif. 
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5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat 

SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana 

penyediaan Air Minum.  

6. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan 

dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan 

sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar 

manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada 

masyarakat. 

7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan 

terkait dengan ketersediaan sarana  dan prasarana SPAM 

dalam Rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan 

kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, 

peningkatan, dan perluasan. 

8. Pengelolaan  SPAM  adalah  kegiatan  yang  dilakukan 

terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana 

SPAM  terbangun  yang  meliputi  operasi  dan 

pemeliharaan,  perbaikan,  peningkatan  sumber  daya 

manusia, serta kelembagaan. 

9. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat 

SPAM JP merupakan satu kesatuan sarana dan 

prasarana penyediaan Air Minum melalui proses 

pengolahan untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan 

disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.  

10. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara SPAM adalah Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana 

Teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Usaha, dan 

Kelompok Masyarakat yang melakukan Pengembangan 

SPAM dan Pengelolaan SPAM.  

11. Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang 

selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha 

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang 

bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha 

penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya 

menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di 

wilayah usahanya. 
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12. Kebutuhan Sendiri adalah pemenuhan Kebutuhan Pokok 

Air Minum Sehari-Hari oleh Badan Usaha, tidak 

dikerjasamakan dengan badan usaha lain, dan tidak 

melayani masyarakat umum diluar area pelayanannya. 

13. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang 

selanjutnya disingkat BUMN  adalah badan usaha yang 

dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan 

Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Negara. 

14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang 

selanjutnya disingkat BUMD  adalah  badan  usaha  yang 

dibentuk  khusus  untuk  melakukan  kegiatan 

Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh DaerahBadan Usaha Milik Desa, 

yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar 

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

15. Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya 

disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang 

dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan 

perumahan dan permukiman. 

16. Pelanggan  adalah  masyarakat  atau  instansi  yang  

terdaftar  sebagai  penerima  layanan  Air  Minum  dari  

BUMN,  BUMD,  UPT,  UPTD,  Kelompok  Masyarakat,  

dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 

17. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada 

pelanggan atas pelayanan penyediaan air minum yang 

diberikan oleh Badan Usaha.  

18. Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia 

yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan  Negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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19. Pemerintahan Daerah yang  memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

20. Menteri adalah menteri  yang  menyelenggarakan  urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 

Penyelenggara SPAM dalam rangka Badan Usaha 

melaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi 

Kebutuhan Sendiri. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. memberikan jaminan pemenuhan Kebutuhan Pokok 

Air Minum Sehari-Hari yang memenuhi persyaratan 

kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang dilakukan 

dengan SPAM JP oleh Badan Usaha 

b. memberikan jaminan keterjangkauan tarif air 

minum melalui pengendalian dan pengawasan. 

 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. Izin  Penyelenggaraan  SPAM  untuk  kebutuhan  sendiri; 

b. Tarif Air Minum; dan 

c. Pengawasan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dimiliki  

oleh  Badan  Usaha. 
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